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I. PENDAHULUAN 

Air merupakan sumber daya alam yang sangat berharga yang diberikan oleh 

Tuhan Yang Maha Esa bagi kelangsungan hidup manusia. Keberadaan sumber daya air 

harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup 

serta dijamin agar setiap orang mendapatkan haknya atas sumber daya alam tersebut. 

Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal 

sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif sebagaimana 

diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 sebagai dasar konstitusi pengelolaan sumber daya alam yang menyatakan bahwa 

pendayagunaan sumber daya alam termasuk air di dalamnya harus ditujukan untuk 

sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pengertian yang terkandung di dalam amanat 

konstitusi tersebut adalah bahwa negara bertanggungjawab terhadap ketersediaan dan 

pendistribusian potensi sumberdaya air bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan dengan 

demikian pemanfaatan potensi sumberdaya air harus direncanakan sedemikian rupa, 

sehingga memenuhi prinsip-prinsip kemanfaatan, keadilan, kemandirian, kelestarian dan 

keberlanjutan.1 Pertambahan penduduk telah meningkatkan kebutuhan terhadap sandang, 

pangan, papan, air bersih dan energi. Hal tersebut mengakibatkan eksploitasi terhadap 

                                                           
1  Upik Hamidah, Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kota Bandar Lampung, Jurnal 

Cita Hukum Volume 3 No. 2 tahun 2015. 
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sumber daya alam semakin tinggi serta cenderung mengabaikan aspek-aspek lingkungan 

hidup. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak pada penurunan 

kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan. 

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

merupakan landasan konstitusional bagi penyelenggara Negara untuk melakukan 

pengelolaan terhadap sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalam, bawah 

dan atas bumi. Sumber-sumber Kekayaan Alam Negara Indonesia menjadi sandaran hajat 

hidup masyarakat luas, sehingga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak sekedar 

menjadi konstitusi yang mengatur tatanan hukum dan politik melainkan 

menempatkannya sebagai konstitusi ekonomi. Berkenaan dengan pengelolaan air, 

seringkali menimbulkan berbagai persoalan, baik secara vertikal maupun horizontal. 

Kebutuhan air yang meningkat mendorong penguatan nilai ekonomi dibanding nilai 

sosial atas air yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antar sektor. Oleh 

karena itu diperlukan suatu pengaturan hukum konkret dalam rangka memenuhi 

kebutuhan air bagi masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemakmuran. Air 

Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air 

yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi 

baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.2  

Terkait dengan pemanfaatan air untuk air minum, Pemerintah pusat memiliki 

komitmen untuk melanjutkan keberhasilan capaian target Millennium Development Goals 

sektor Air Minum dan Sanitasi (MDGs), yang telah berhasil menurunkan separuh dari 

proporsi penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar pada 

Tahun 2015 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN] 

2015-2019.3  

Pemerintah Pusat telah mengambil inisiatif untuk melanjutkan komitmennya 

dengan meluncurkan program nasional Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 

2019 dengan capaian target 100% akses air minum dan sanitasi bagi seluruh penduduk 

Indonesia. Dan diperkuat lagi oleh Konferensi Sustainable Development Goals (SDGs) 

yang dicanangkan pada 21 Oktober 2015 dimana untuk mencapai akses air minum 

                                                           
2 Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air 
Minum 
3 https://www.bappenas.go.id/id 
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universal dan layak yang aman dan terjangkau bagi semua di tahun 2030. Melihat peran 

dan tanggung jawab pemerintah pusat untuk masyarakat Indonesia terhadap akses air 

minum dinilai sangatlah tinggi terbukti Pemerintah Indonesia telah lebih dulu 

melanjutkan komitmen yang telah disepakati pada konferensi MDGs dimana untuk 

mengantisipasi akan berakhirnya program MDGs pada tahun 2015, Pemerintah Indonesia 

telah menuangkan program untuk dukungan terhadap air bersih ke dalam RPJMN 2015-

2019 dengan target akses air minum mencapai 100% di tahun 2019. 4 

Di Indonesia pemenuhan kebutuhan akan air minum untuk masyarakat dilakukan 

oleh pemerintah dalam bentuk sistem penyediaan air minum publik oleh Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM). Namun demikian, cakupan pelayanan PDAM pada saat ini 

masih rendah. Pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh sistem 

publik dilakukan secara individual dan komunitas/kelompok masyarakat. Sistem berbasis 

komunitas sangat berperan dalam peningkatan akses terhadap air minum. Dalam rangka 

meningkatkan akses terhadap air minum, tidak hanya diperlukan investasi dan 

pembangunan infrastruktur, tetapi juga kesediaan masyarakat secara berkelompok untuk 

melakukan pemenuhan sendiri (self-supply) sebagai strategi yang sifatnya sementara. 

Dalam program pemerintah untuk mencapai target RPJMN 2019 -2023 terhadap 

air bersih, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah membuat Program 

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk 

meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang 

layak dengan pendekatan berbasis masyarakat.  

Dalam tulisan hukum ini akan dibahas mengenai tata cara Pembangunan, 

Peningkatan Kapasitas dan Perluasan Sistem PAMSIMAS berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. 

 

II. PERMASALAHAN 

Berdasarkan uraian di atas, akan dibahas permasalahan mengenai : 

1. Pengaturan Hukum PAMSIMAS? 

2. Bagaimana Mekanisme Pembangunan PAMSIMAS? 

3. Bagaimana Mekanisme Peningkatan Kapasitas dan Perluasan Sistem PAMSIMAS? 

 

                                                           
4 https://www.bappenas.go.id/id 
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III. PEMBAHASAN 

3.1 Pengaturan Hukum Tentang Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis 

Masyarakat (PAMSIMAS) 

Program PAMSIMAS merupakan salah satu program penyediaan air minum 

dan sanitasi di wilayah perdesaan dengan pendekatan masyarakat. Berdasarkan surat 

edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat 

Jenderal Cipta Karya Nomor : PR 01.03-DC/259 Perihal Pemberitahuan Penjaringan 

Minat Program PAMSIMAS III TA 2016-2019, secara nasional program ini telah 

dimulai sejak tahun 20085.  

Program PAMSIMAS merupakan program bersama antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah dan masyarakat yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan 

baik ditingkat provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan desa/kelurahan dan 

komunitas. Dengan demikian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program 

pamsimas diperlukan kesamaan persepsi dan kapasitas yang memadai dari berbagai 

pemangku kepentingan yang berdasarkan aturan yang ada. Adapun peraturan 

perundang-undangan yang mendukung program PAMSIMAS yakni sebagai berikut :  

a. Undang – Undang Dasar 1945 

Dalam Pasal 33 ayat (3) berbunyi “Sumber Daya Air dikuasai oleh negara 

dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil”. Penguasaan 

sumber daya air oleh negara dimaksud itu memang sangat penting agar setiap 

warga negara mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari -hari dan 

melakukan pengaturan hak atas air, sehingga tidak menimbulkan konflik diantara 

warga negara.  

b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air  

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945, maka 

perlu dibentuk undang – undang yang lebih mengatur tentang spesifikasi terkait 

sumber daya air ini, sehingga dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 

tentang Sumber Daya Air Pasal 6 menyatakan bahwa Negara menjamin hak rakyat 

atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan 

yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, 

terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau. Selain itu dalam Pasal 12 dinyatakan 

                                                           
5 Andi Kardian Riva’I, http://jurnal.univrab.ac.id/index.php/cmv/article/view/365 
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bahwa Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah meliputi tugas dan wewenang 

pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.6  

Untuk itu, negara wajib menyelenggarakan berbagai upaya untuk 

menjamin ketersediaan air bagi setiap orang yang tinggal diwilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan hal tersebut menjadi tanggung jawab antara 

pemerintah dan pemerintah daerah. Program PAMSIMAS ini memang sudah 

dicanangkan dan diimplementasikan ke tingkat daerah, karena untuk memenuhi 

amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009.  

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  

Penyediaan air minum bagi masyarakat merupakan urusan wajib berkaitan 

dengan pelayanan dasar dan merupakan kewenangan Pemerintah, Pemerintah 

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 

ayat (1) huruf c “Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan 

dasar diantaranya meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang.7  

Sedangkan untuk sub urusan air minum masuk dalam urusan pekerjaan 

umum dan penataan ruang dimana pemerintah daerah juga memiliki kewenangan 

untuk mengatur urusan maupun sub urusan yang telah termuat dalam peraturan 

perundang-undangan yang ada. 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air 

Minum.  

Pemerintah Pusat berharap bahwa program tersebut mampu menjadi salah 

satu sumber air bersih untuk dikonsumsi masyarakat secara terus menerus atau 

berkelanjutan, hal ini sebagaiman telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum Pasal 2 ayat (1) berbunyi 

“ Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) diselenggarakan untuk memberikan 

pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas Air 

Minum. Untuk menjaga keberlanjutan dari Program PAMSIMAS ini, maka 

dibutuhkan peran pemerintah daerah dalam mengintervensi desa-desa yang telah 

menerima program ini.  

                                                           
6 https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-17-2019-sumber-daya-air 
7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
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e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, “Lembaga 

kemasyarakatan desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat. 

adapun adapun tugas dari lembaga kemasyarakatan desa adalah : 1). melakukan 

pemberdayaan masyarakat Desa, 2). ikut serta dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan; dan 3). meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.8  

Terkait penjelasan pasal diatas, dalam program PAMSIMAS dibentuk 

lembaga Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum (KP-SPAM) yang 

berfungsi untuk menjaga keberlanjutan Program PAMSIMAS, akan tetapi 

keberadaan dari lembaga KP-SPAM ini bukan sepenuhnya seperti lembaga yang 

dimaksudkan pasal tersebut, sehingga KP-SPAM dalam melaksanakan tugasnya 

seringkali terkendala.  

f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 

menyebutkan bahwa “Lembaga kemasyarakatan Kelurahan dibentuk oleh 

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah yang membantu 

pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan” dan adapun 

tugas dari lembaga kemasyarakatan kelurahan adalah membantu lurah dalam 

pelaksanaan urusan sehat guna perbaikan kuaitas hidup, tidak hanya berfokus 

pada infrastruktur, tetapi juga berbasis masyarakat (Community based).  

 

3.2 Pembangunan Sistem PAMSIMAS  

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelayanan air minum dan sanitasi telah 

menjadi urusan wajib pemerintah daerah, maka tentunya Pemerintah Daerah 

mendukung sepenuhnya Program yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat. Berkaitan 

dengan hal tersebut program PAMSIMAS ini sesungguhnya memiliki target untuk 

dicapai yakni penyediaan air minum dan sanitasi di kawasan perdesaan dalam 

                                                           
8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 150 
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peningkatan jumlah warga masyarakat yang dapat mengakses pelayanan air minum 

dan sanitasi. 

Pembangunan PAMSIMAS adalah kegiatan menyediakan air minum untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, 

dan produktif. SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari 

prasarana dan sarana air minum. Pengembangan SPAM menjadi tanggung jawab 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah berkewajiban menjamin hak 

setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-

hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. 

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menetapkan 

kebijakan bagi Pembangunan PAMSIMAS pada tingkat daerah kabupaten/kota sesuai 

dengan arah kebijakan dan strategi masing-masing.9 Kebijakan terkait penyediaan 

akses air minum berbasis masyarakat antara lain dilakukan sebagai berikut: 

1) Menetapkan Peraturan Daerah pembangunan PAMSIMAS dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten/Kota10 

2) Menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD)11 

3) Menetapkan Rencana Aksi Daerah perihal Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.12 

4) Menetapkan Peraturan Daerah untuk mengembangkan dan mengelola Sistem 

Penyediaan Air Minum di daerah Kabupaten/Kota.13 

Setelah penuangannya dalam RPJMD, Pemerintah Kabupaten/Kota 

menetapkan dalam rancangan APBD untuk kemudian disahkan menjadi APBD. 

Program PAMSIMAS selektif dalam memilih desa yang memenuhi beberapa kriteria 

baik untuk Desa Baru yang akan menjadi penerima Program PAMSIMAS dan 

maupun Desa yang sudah pernah menerima program PAMSIMAS, kriterianya antara 

lain : 

                                                           
9 Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum  
10 Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum 
11 Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum 
12 Pasal 62 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air 
Minum 
13 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. 
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Berdasarkan Petunjuk Teknis Penetapan Desa/Kelurahan dan Persiapan Tingkat 

Masyarakat (pamsimas.pu.go.id) tahun 2022, Kriteria Desa Baru Penerima Program 

PAMSIMAS 

a) Belum pernah mendapatkan Program Pamsimas 

b) Cakupan akses air minum yang aman masih rendah, cakupan akses sanitasi masih 

rendah, prevalensi penyakit diare (atau penyakit yang ditularkan melalui air dan 

lingkungan) tergolong tinggi berdasarkan data puskesmas 

c) Memenuhi biaya penerima manfaat yang efisien 

d) Adanya pernyataan kesanggupan pemerintah desa untuk menyediakan minimal 

10% pembiayaan untuk rencana kerja masyarakat (RKM) dari porsi dana desa 

atau alokasi dana desa (APBDesa) 

Kriteria Desa Sasaran Program PAMSIMAS (Yang sudah pernah mendapatkan 

program) 

a) Masyarakat dan Pemerintah Desa sanggup memenuhi persyaratan mengikuti 

program 

b) Pemilihan desa sasaran berdasarkan seleksi proposal dan evaluasi RKM desa : 

1) Daftar calon desa sasaran diperoleh dari verifikasi dan seleksi proposal 

2) Shortlist desa diperoleh berdasarkan hasil evaluasi RKM oleh PAKEM 

bersama DPMU Satker Kabupaten 

3) Penetapan desa sasaran oleh Dirjen Cipta Karya berdasarkan hasil evaluasi 

CPMU atas usulan shortlist desa dari Bupati (APBN) dan oleh Bupati 

(APBD)14 

Setelah melalui proses seleksi proposal dan evaluasi, kelompok masyarakat 

yang terpilih dalam program PAMSIMAS melakukan pembangunan baru atas SPAM 

melalui langkah-langkah sebagai berikut:15 

 

a) Menyiapkan dokumen kesiapan/readiness criteria antara lain: 

1) RISPAM 

2) Studi kelayakan/justifikasi teknis 

                                                           
14 Petunjuk Teknis Penetapan Desa/Kelurahan dan Persiapan Tingkat Masyarakat oleh Ditjen Cipta 
Karya, Kementerian PUPR 
15 Lampiran 1 Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar 
Penyelenggaraan SPAM 
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3) DED 

4) KAK dan RAB 

5) Kesiapan lahan 

6) Izin penggunaan air baku 

7) Kesiapan lembaga pengelola 

8) Kesiapan DDUB 

9) Kesiapan serah terima aset 

10) Surat Pernyataan Bupati/Walikota tentang kesiapan pembangunan 

b) Proses pengusulan pembangunan baru ke BAPPEDA Kabupaten/Kota 

c) Proses pengadaan instalasi SPAM bersama dengan pelaksanaan supervisi 

pembangunannya 

d) PHO penyerahan pekerjaan dan commisioning test 

e) Proses final hand over (FHO) dan serah terima kelola ke kelompok masyarakat 

pengelola PAMSIMAS 

f) Pengoperasian SPAM bagi masyarakat sekitar Desa. 

Pembangunan baru atas sarana PAMSIMAS dapat dilakukan berdasarkan 

adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi: 

a) belum tersedia kapasitas; 

b) kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal; dan/atau 

c) kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan.16 

 

3.3 Proses penambahan kapasitas dan perluasan bangunan dalam sistem 

PAMSIMAS 

Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan 

ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, 

dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan 

perluasan.17  

Pengembangan SPAM berupa perluasan bangunan dan penambahan kapasitas 

Sistem PAMSIMAS mekanismenya sama dengan pembangunan awal berdirinya 

PAMSIMAS, hanya saja terdapat tambahan kriteria yang harus dipenuhi oleh 

                                                           
16 Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum 
17 Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum 
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Lembaga Pengelola PAMSIMAS, karena pada dasarnya untuk penambahan 

bangunan dan penambahan kapasitas adalah hal yang dilakukan jika bangunan sudah 

ada sebelumnya dan layak untuk dilakukan penambahan kapasitas disebabkan 

permintaan atau kebutuhan masyarakat akan air yang semakin berkembang. Langkah-

langkah penambahan kapasitas Sistem PAMSIMAS, antara lain:18 

a) Siapkan dokumen kesiapan (readiness criteria). 

b) Proses pengusulan proyek pembangunan baru ke BAPPEDA. 

c) Proses pengadaan. 

d) Pelaksanaan supervisi pembangunan SPAM. 

e) Proses Provisional Hand Over. 

f) Melakukan commissioning Test. 

g) Proses Final Hand Over. 

h) Proses serah terima hasil pembangunan baru, baik melaluimekanisme serah terima 

kelola. 

i) Pengoperasian SPAM sesuai dengan tujuan penambahan kapasitas pada unit air 

baku dengan melalui prosedur antara lain: 

1) Lakukan analisis terhadap kemungkinan peningkatan kapasitas pada unit Air 

Baku. 

2) Lakukan analisis terhadap kemungkinan peningkatan kapasitas pada unit 

produksi. 

3) Lakukan analisis terhadap kemungkinan peningkatan kapasitas pada unit 

distribusi. 

4) Lakukan analisis terhadap kemungkinan peningkatan kapasitas pada unit 

pelayanan. 

Keempat analisis tersebut didukung dengan hasil perencanaan teknis terinci 

(Detail Enginering Design/DED). 

Peningkatan kapasitas Sistem PASIMAS dilakukan melalui modifikasi unit 

komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas.19 

Perluasan yaitu kegiatan pengembangan pada unit distribusi SPAM pada desa 

yang telah memiliki SPAM dengan tingkat keberfungsian yang baik untuk menambah 

                                                           
18 Lampiran 1 Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar 
Penyelenggaraan SPAM 
19 Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum 
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cakupan dan jumlah penerima manfaat, atau pembangunan tambahan SPAM baru 

dengan tujuan untuk menambah jumlah layanan. Perluasan Sistem PASIMAS 

dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan 

pelayanan Air Minum kepada masyarakat.20 

 

IV. PENUTUP 

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat 

(PAMSIMAS) merupakan salah satu program penyediaan air minum dan sanitasi di 

wilayah perdesaan dengan pendekatan masyarakat. 

Program PAMSIMAS merupakan program bersama antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah dan masyarakat yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan 

baik di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan desa/kelurahan dan komunitas. 

Dalam pelaksanaan program PAMSIMAS, Pemerintah Daerah menuangkan 

perencanaan program dan anggaran ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (RAPBD) yang nantinya disahkan menjadi APBD. 

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Sisetm PAMSIMAS di Desa 

bersumber dari APBD yang dianggarkan pada Bagian Belanja Hibah dan sumber lain 

yang dapat berupa hibah dari pihak ketiga/swasta. 

Proses pembangunan, peningkatan kapasitas dan perluasan sistem dilaksanakan 

secara selektif pada Desa yang sudah memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan 

pembangunan SPAM yang berbasis masyarakat (Sistem PAMSIMAS) yang 

pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan SPAM. 

Dalam pelaksanaanya kelompok masyarakat berkewajiban melaporkan hasil 

pelaksanaan Sistem PAMSIMAS kepada Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Desa. 

 

  

                                                           
20 Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum 
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